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TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DAN AHLI WARIS

. Pengertian Waris

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris
dikarenakan sebab-sebab tertentu, menentukan siapa-siapa yang berhak

menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.'

Mewaris secara tidak langsung atau mewaris karena penggantian
(plaatsvervulling) pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris
yang telah lebih dulu meninggal dari pewaris diatur dalam
KUHPerdata, ahli waris pengganti menduduki kedudukan orang tuanya
secara mutlak, artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang

berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.’

! Inpres nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 841 -848.
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B. Dasar Hukum Waris

Dasar dan sumber utama dari peradilan agama sbagai lembaga negara yang
berwenang menyelesaikan masalah antar sesama orang islam, sebagai hukum
agama adalah nas atau teks yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadis Nabi,

hal hal yang secara langsung mengatur kewarisan adalah sebagai berikut:
an-Nisa’ayat 9:

> e

i) ,ac0s bjw;uﬁ,b Il Lhng ~u>»e-°1>w 18755 i a3
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Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka
mengucapkan Perkataan yang benar.’

fufcdﬂdmdwwu B Jadll a6 2JB sl Lo
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3 Departemen Agama Republik Indonesia, a/-Qur’an dan Terjemah,79.
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Artinya: Dari Jabir bin abdullah berkata: ketika kami keluar bersama
Rasulullah  SAW seorang perempuan dari golongan ansor
mendatangi kami bersama kedua anak perempuannya, lalu ia
berkata: “Ya Rasulullah, ini dua orang anak perempuanTsabit bin
Qais yang telah terbunuh bersamamu di perang uhud. Paman
merekamengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak
memberikan apa-apa untuk mereka. Demi Allah keduanya tidak
dapat menikah tanpa harta. Nabi berkata: “Allah akan menetapkan
hukum dalam kejadian tersebut”. Kemudian turun surat an-Nisa'.
Nabi memanggil si paman dan berkata: * Berikan dua pertiga untuk
mereka, seperdelapan untuk ibu mereka dan selebihnya ambil
untukmu”.

Mengenai dasar hukum tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum
Islam secara garis besar tetap berpedoman pada hukum kewarisan Islam yang
bersumber dari al-Qur’an dan hadis.Perumusan Kompilasi Hukum Islam
sangat sedikit yang bersumber dari penyesuaian dengan hukum adat,
perumusan Kompilasi Hukum Islam lebih mengarah kepada pengadaptasian

secara terbatas, yaitu dengan selektif dan sangat berhati-hati.’

* Abu Dawud, Sunan Aby Dawud, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 109.

® M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan, 47.



26

Adapun dasar hukum waris dalam KUH Perdata terdapat pada Pasal 830
sampai dengan Pasal 1002 KUH Perdata yang intinya® Bagian I Tentang
Ketentuan Umum (diatur Pasal 830 s/d pasal 851): yang intinya, mengatur
tentang Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah
kepunyaan para ahli waris (Pasal 833 KUH Perdata), yang berbunyi Para ahli
waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua

barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

. Rukun Waris
Sedangkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam rukun waris
adalah:

a. Pewaris, adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama
Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

b. Ahli waris, adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,
beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi

ahli waris.

® Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 874-1004
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c. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta
bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit
sampai meninggalnya, biaya perawatan jenazah (tahjiz),
pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.’

Dari uraian di atas tampak hanya ada sedikit perbedaan antara rukun
waris secara Islam maupun secara hukum positif Indonesia yang diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam.

D. Syarat-syarat Waris
Kewarisan mewajibkan syarat-syarat sebagai berikut: Kematian pewaris baik
secara haqiqiy, hukmiy, maupun taqdiriy.

Ahli waris secara pasti masih hidup ketika pewaris meninggal. Syarat
kedua dari waris tersebut menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu: bagian
ahli waris yang mafqud, anak dalam kandungan, dan orang yang mati di saat
yang bersamaan. Mafqud, sebelum kematiannya diputuskan oleh hakim maka
bagian perolehan warisnya ditahan sampai orang tersebut dinyatakan
meninggal atau sampai orang tersebut ditemukan.® Anak dalam kandungan
berhak memperoleh harta waris, bagian untuknya ditahan sampai ia
dilahirkan, kelahirannya dalam keadaan hidup ini merupakan bukti bahwa ia

benar-benar hidup saat kematian pewaris.

7 Inpres nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf (b), (c), dan (e).

% Abu Khattab Mahfuz Ibn Ahmad Ibn Hasan al-Kalwazany, at-Tahzib i “llm al-Fara’id wa al-
Wasiyah, (Riyad: Maktabah al-‘Abikan, 1995), 258.
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Orang yang mati di saat yang bersamaan yang saling berhak
mendapatkan warisan, misalnya seorang bapak dan anak yang tenggelam
bersama-sama sehingga tidak diketahui mana yang meninggal lebih dulu,
maka mereka tidak dapat saling mewarisi antara satu dengan yang lainnya
karena tidak jelas mana yang meninggal terlebih dahulu. Harta mereka
diwarisi oleh para ahli warisnya yang benar-benar masih hidup pada saat
kematian mereka.’

E. Sebab-sebab Mendapatkan Waris

Ada tiga sebab seseorang memperoleh warisan dari orang lain, yaitu:

1. Hubungan pernikahan, jika suami atau istri meninggal setelah terjadi
aqad nikah yang sah meskipun qabla dukhul maka di antara mereka dapat
saling mewarisi.'°

2. Hubungan nasab atau kekerabatan, hubungan ini merupakan sebab

memperoleh kewarisan yang terkuat, karena kekerabatan adalah sebab

yang tidak dapat dihilangkan dan berlaku secara mutlak.''

° Salih Ahmad as-Syamiy, Fara’id Fighan wa Hisaban, Juz 1, (Beirut: al-Maktab al-Islamiy,
2008), 189.

""Muhammad Muhyiy ad-Din ‘Abd al Hamid, Ahkam al-Mawaris, (Saudi Arabia: Dar al-Kitab
al-‘Arabiy, 1984), 15.

! Fatchur Rahman, //mu Waris, 116.
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3. Wala’, yaitu hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan
hamba sahaya atau kesediaan orang tolong-menolong dengan orang lain
melalui perjanjian perwalian.'?

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam sebab-sebab mendapatkan waris

adalah:

1. Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.

2. Beragama Islam.

3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris."?

4. Penghalang Kewarisan'*
F. Penghalang Kewarisan
Penghalang mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan
agama.'” Sedangkan menurut ‘Aly as-Sabuniy syarat ketiga yaitu

mengetahui kedudukan ahli waris berdasarkan hubungannya dengan pewaris

secara pasti dan jelas, seperti sebagai suami istri, anak kandung, kakek, dan

12 <Abd al-‘Azim Syaraf ad-Din, Ahkam al-Miras wa al-Wasiyah fi as-Syari‘ah al-Islamiyah,
(Kairo: Dar al-Fikr al-Hadis, 1962), 6.

'3 Inpres nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam,, Pasal 171 huruf (c).
% \bid, Pasal 173, huruf (a) dan (b).

'3 Fatchur Rahman, Hukum Waris, 82.
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lain sebagainya sehingga mereka tahu besarnya bagian yang diperoleh akan
berbeda berdasarkan hubungan tersebut.'®

Penghalang-penghalang kewarisan tersebut adalah:

a Pembunuhan
Pembunuhan menjadi penghalang kewarisan karena seseorang yang
menyebabkan kematian seseorang tidak dapat mewarisi harta orang yang

meninggal. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

Artinya: “bagi pembunuh tidak punya hak warisan sedikitpun”."’

Menurut ulama Syafi’iyyah semua jenis pembunuhan menghalangi
kewarisan secara mutlak, baik itu pembunuhan khata’,pembunuhan ‘amd,
atau syibh al-‘amd, maupun pembunuhan yang mempunyai hak seperti
eksekutor dan saksi.'® Ulama Hanafiyyah dan Hanabilah berpendapat

semua jenis pembunuhan yang mewajibkan hukum qisas, diyah atau

' Muhammad Aly as-Sab uniy, al-Mawaris £i as-Syari‘ah al-Islamiyah ‘ala Dau’i al-Kitab wa
as Sunnah, Hukum Waris menurut al-Qur'an dan Hadis diterjemahkan oleh A.Zaini Dahlan,
(Bandung: Trigenda Karya, 1995),47.

"' Sunan at-tirmidzi, Juz 11, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 47.

'¥ Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Juz 111, 1005.



31

kafarah menjadi penghalang kewarisan. Ulama Malikiyyah berpendapat
pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan sengaja,
sedangkan pembunuhan khata’ tidak menghalangi kewarisan.'”
b Perbedaan Agama
Asas dari kewarisan adalah saling menolong antara pewaris dan ahli
waris. Dan tidak dianggap tolong menolong antara muslim dengan kafir.*"
dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur hal-hal yang menjadi
penghalang seseorang mendapatkan hak warisnya, hal-hal tersebut adalah:
1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat pewaris
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman
lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Kedua hal ini

dianggap sebagai penghalang mendapatkan waris jikan telah mempunyai

hukum tetap dengan putusan hakim.*!

Penghalang kewarisan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum

Islam berbeda dengan apa yang diatur oleh fikih, aturan yang terdapat dalam

!9 Ahmad ‘Abd al- Jawad, Usul ‘lm al-Mawaris, (Beirut: Dar al-Jil, 1986), 4.

20 Muhammad Mustafa Salabiy, Ahkamal-Mawaris Bayna al-Figh wa al-Qanun, (Beirut: Dar
an-Nahdah al-‘Arabiyah, 1978), 88.

2! pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.
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Kompilasi Hukum Islam dalam penyusunannya dipengaruhi oleh Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata.
G. Ketentuan ahli waris
Dalam KUHPerdata dikenal tiga macam penggantian (representatie) yaitu®:
1. Penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas.
2. Penggantian dalam garis ke samping.
3. Penggantian dalam garis ke samping menyimpang.

Bagian-bagian yang dijelaskan di atas yang diatur dalam kitab-kitab
fikih, merupakan dasar-dasar yang digunakan dalam penyusunan Kompilasi
Hukum Islam yang diterapkan di Indonesia.?’

H. Asas-asas Hukum Kewarisan
Dalam hukum Islam terdapat beberapa asas yang berkaitan dengan
pembagian warisan kepada ahli waris. Asas-asas tersebut sebagai berikut:

Asas-asas hukum kewarisan Islam berlaku juga bagi Kompilasi Hukum

Islam Indonesia, yaitu:

2 RSoebekti, dan M.ldris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta:
Pedoman llmu Jaya, 1992), 125-126.

3 Pasal 176-182, Kompilasi Hukum Islam
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Asas ijbary secara umum terlihat pada ketentuan umum mengenai
perumusan pengertian kewarisan, pewaris, dan ahli waris. Secara khusus, asas
ijbary mengenai cara peralihan harta warisan disebut dalam ketentuan umum
dan pada Pasal 187 ayat (2), tentang bagian ahli waris dalam Bab II Pasal 176
sampai Pasal 182, mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris disebutkan
dalam Bab II Pasal 174 ayat (1) dan (2).**

Asas Dbilateral dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada
pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) yaitu
ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki),
serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (golongan
perempuan)menurut hubungan darah.’

Asas individual tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya
bagian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 176 sampai dengan
Pasal 180. Dan khusus bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu
bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya atas harta yang diperoleh dari
kewarisan, maka diangkat wali, hal ini diatur dalam Pasall84 Kompilasi

Hukum Islam.?®

24 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 1997), 128.

3 Ibid., 129.

26
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Asas keadilan berimbang dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat
dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam Pasal 176
sampai 180, Pasal 192 tentang pemecahan secara ‘awl, Pasal 193 tentang
radd.”’

Asas akibat kematian tercermin dalam rumusan-rumusan berbagai
istilah yaitu hukum kewarisan, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan
dalam Pasal 171 pada ketentuan umum.”®
I. Ahli Waris Pengganti

Dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.l tahun 1991,
ketentuan ahli waris pengganti dimuat dalam Pasal 185 yaitu seseorang atau

beberapa orang yang menggantikan kedudukan seseorang yang menjadi ahli

waris dikarenakan sebab-sebab tertentu.

27 Asas keadilan berimbang ini dapat juga dikategorikan pada masalah ahli waris pengganti,
yang dirumuskan dalam Pasal 185, Kompilasi Hukum Islam.

28 pasal 171, Kompilasi Hukum Islam



